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DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJA[ T )

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
NOMOR : 0029/SD/06/X11/2025 nA mr e
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
"SEKOLAH DASAR NEGERI 97 ARANGO"

DESA ARABIKA, KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAL,

Menimbang

Mengingat

10.

11,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum demi Kelancaran dan tertibnya
pelaksanaan pembelajaran pedu dilerbitkan [zin  Operasional Pendirian dan
Penyelenggaraan Tingket Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Berdasarkan Sural Kepulusan Kepala Badan Penelilian dan Pengembangan Departemen
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3574/G4/KL/2009 tanggal 22 Oktober
2000 tentang Momor Pokok Sekolah Masional Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai
menarbitkan Sertifikat Nomar Pokok Sekolah Nazional 40304513 diberikan Kepada SDN No.
87 Arango JI. Gunung Bawakaraeng Mo, A.248 Desa Arabika Kecamatan Sinjai Baral
Kabupaten Sinjai;

bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huref b, dipandang
perdu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpady Saty Pintu Kabupaten Sinjal tentang lzin Operasional Pendirian Sekolah “5D
NEGERI 97 ARANGD" , Desa Arabike, Kecamatan Kec. Sinjai Barat;

Undang-Undang Nomar 29 Tahun 1959 lentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi
{Lembaran Megara Republk ndenesia Tahun 1959 Momor 74, Tambahan Lembaran
MNegara Republk Indanasia Nemaer 1822);

Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Masional (Lembaran
Negara Repdblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 4301;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuksan Informasi Publik (Lembaran
Megara Republik Indonests Tahun 2008 Momor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4848),;

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonestka Nomor 5038);

Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tenlang Pembeniukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Momor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negsra Republik
Indonasta Nomor 5587) sebagaimarnia telsh beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Momor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas-Undang-Undang Nomor 23
Takun 2014 tentang Pemesintahan Dzerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Momor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomar 5679);
Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5601);

Undang = Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang MNomar
23 Tahun 2002 tentang Perdindungan Anak (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lambaran Negara Republik [ndonesia Nemar G606);

Paraturan Pemenntsh Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Persturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indanesia Nomor 5157},

Peraturan Pemetintah Nomor 88 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Momor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5357};

Peraturan Pemenintah Nomor 13 Tahun 2015 {entang Perubshan Kedua Atas Peraluran
Pemerintah Nomar 19 Tahun 2005 lentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20710 MNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Momaor B670);
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12. Peraturan Menterl Dalam Megeri Momaor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
MWomor 1856);

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 {entang Pedoman Organisasi dan
Tela Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;

14 Peraturan Menterd Dalam Meger Momor 80 Tahun 2015 tenlang Pembentukan Produk

| Hukum Dagrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraluran Dasrah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjal Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjal Nomor T4J;

16, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembenlukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sinjal (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomar 5,
Tambahan Lembaran Dagrah Kabupaten Sinjai - Nomor 23);

17. Peraluran Bupall Sinjal Momer 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Parizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Dasrah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomer 10);

18. Peraturan Bupali Sinjal Momor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berila Daerah Kabupaten Sinjal Tahun 2018 Nomor 23);

19, Peraturan Bupali Sinjal Nomor 5 Tahu 2019 tentang Momor UrutNomenkiatur Tingkat
Satuan Pendidikan Sekolah Menengsh Pertama (Beria Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018 Nomor 5);

20, Peraturan Bupati Sinjal Nomor 10 Taehun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sinjal Momar 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tala Kera Unit Pelaksana Teknis
Dagrah Satuan Pendidikan Sekclah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10;

Memperhatkan : 1. Permohonan  Kepala  Sekolah  "SD MNEGERI 87  ARANGO®  MNomor
424, 2353/SONATXI2025, Tanggal 12 Desamber 2025 perihal Permchonan Penerbitan
lzin Operasional Sekakah;

2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor @ TT/8492/Disdik, Tanggal
12 Desember 2025, Perhal Rekomendasi untuk Penerbitan Kembali lzin Operasional

Penyelenggaraan;
MEMUTUSHAN

Mengtapkan :

Kesatu : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Kepada
MNama lembaga : 5D NEGERIST ARANGO
Alamal Lembaga  : Jl, Bawakaraeng Mo A 248, Desa Arabika,

Kecamatan Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinfal.

Kedua : |zin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU, berlaku selama Sekolsh Dasar tersebut akiif menjalankan kegiatan sebagai lembaga
pendidikan;

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Ini dipergunakan sebagaimana mastinya, sesuai dengan ketentuan
penundsng-undangan dan mulal berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjal
Pada langgal ; 16 Desember 2025
a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,
*iti0
Yot
Dilsndaizngsr pecans slaklronk alabh
LUKMAN DAHLAN, S.1P, M.Si
Pangkat ; Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 1970113019%0031002
JTembusan .
1. Bupali Sinjal;
2. Kadis. Pendidikan Kabupaten Sinjai;
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